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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

5.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera 

Barat secara normatif memfokuskan pengakuan karakteristik adat dan 

budaya Sumatera Barat pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak 

Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang identik dengan kebudayaan 

Minangkabau. Padahal di Kecamatan Panti memiliki sistem hukum 

adatnya sendiri yaitu sistem kekerabatan Patrilienal (garis keturunan 

ayah), kepemilikan harta pusaka melalui garis ayah dengan anak laki-

laki sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memperoleh 

bagian yang disebut holong niate, serta kepemimpinan adat Mandailing 

dijalankan melalui figur Raja Adat atau Namora Natoras, yang berperan 

sebagai pemegang otoritas dalam penyelesaian sengketa adat, dan 

pelaksanaan upacara adat. Dengan demikian undang-undang ini belum 

sepenuhnya mengadopsi dan mengartikulasikan keberagaman sistem 

hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Regulasi ini cenderung 

memandang kesatuan hukum adat di Sumatera Barat secara homogen, 

sehingga berpotensi mengesampingkan keberagaman sistem hukum 

adat non-Minangkabau yang secara historis telah lama berlaku di 

Kecamatan Panti. 

5.1.2 Dalam aspek jaminan keadilan hukum (legal justice), Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2022 masih menyisakan celah ketimpangan bagi 

masyarakat adat non-Minangkabau di Kecamatan Panti. Keadilan 

hukum yang komprehensif belum sepenuhnya terwujud karena 

undang-undang ini tidak memberikan ruang pengakuan kepastian 

hukum yang setara terhadap hak-hak masyarakat mandailing 

sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat Minangkabau. 

Akibatnya, terjadi distorsi keadilan di mana hukum negara (state law) 

belum mampu mengakomodasi seluruh hak-hak tradisi masyarakat 
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adat setempat secara adil dan  kesetaraan didepan hukum (equality 

before the law). 

5.1.3 Melalui kacamata teori pluralisme hukum (legal pluralism), 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 di Kecamatan 

Panti men cerminkan adanya relasi yang timpang antara hukum negara 

dan hukum adat lokal. Idealnya, pluralisme hukum menuntut negara 

untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, pemberlakuan 

undang-undang ini justru mengarah pada dominasi satu sistem hukum 

adat saja yang dilegitimasi oleh negara (state-law pluralism). Hal ini 

memicu terjadinya pengesampingan terhadap hukum adat Mandailing 

di Kecamatan Panti sedangkan secara praktis masyarakat adat 

mandailing tetap menjalankan sistem hukum adatnya meskipun belum 

ada peraturan daerah yang secara khusus mengakui keberadaan adat 

mereka. Penulis menyimpulkan adanya Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2022 ini telah bertentangan dengan beberapa Pasal dalam 

Undang-undang Dasar 1945 yaitu Pasal 18B ayat (2)tentang pengakuan 

Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, Pasal 28D Ayat (1) 

perlakuan yang sama dimata hukum, Pasal 28I Ayat (2) yaitu bebas dari 

perlakuan diskriminaif, Pasal 28I Ayat (3) tentang identitas budaya 

masyarakat harus dihormai dan juga pasal 250 Undang-undang 

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

5.2 SARAN  

Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak terkait sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya mewujudkan pengakuan hukum yang lebih 

inklusif terhadap keberagaman sistem hukum adat di Provinsi Sumatera 

Barat, khususnya bagi masyarakat adat Mandailing di Kecamatan Panti. 

Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas 

kajian mengenai relevansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 pada 
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kelompok masyarakat adat non-Minangkabau lain yang tersebar di 

berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat, serta mengembangkan 

penelitian lanjutan dengan pendekatan pluralisme hukum pada isu-isu 

serupa terkait pengakuan hukum adat di provinsi lain di Indonesia, 

sehingga dapat menjadi bahan pengembangan teori dan praktik dalam 

bidang hukum secara berkelanjutan. 
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